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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pariwisata merupakan salah satu bidang yang cukup pesat 

perkembangannya di Indonesia dan salah satu penyumbang bagi kas daerah 

maupun negara. Pariwisata Kota Bandung sendiri dikelola dibawah naungan Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kota Bandung memang terkenal 

dengan pariwisatanya, walaupun sebagian besar tempat wisata yang terkenal bukan 

berlokasi di Kota Bandung melainkan di Kabupaten Bandung. Misalnya, Kawah 

Putih yang berlokasi di Ciwidey Kabupaten Bandung, Dusun Bambu di Kabupaten 

Bandung Barat, dan juga destinasi destinasi wisata terkenal lainnya di kawasan 

Lembang Kabupaten Bandung. Namun fakta tersebut tidak menghapuskan julukan 

bagi Kota Bandung sebagai kota pariwisata yang memiliki daya tarik tersendiri bagi 

wisatawan. Terbukti dengan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara 

yang hampir setiap tahun mengalami peningkatan jumlahnya. Kota Bandung pun 

tidak berpuas diri dengan prestasi-prestasi yang telah didapatkan khususnya di 

bidang pariwisata. Sampai saat ini Kota Bandung telah meluncurkan berbagai 

program dibidang pariwisata antara lain: 

A. Program Wajib Kebudayaan 

B. Program Pilihan Pariwisata 

C. Program Pengembangan Kemitraan 
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 Dengan banyaknya pembangunan yang ada di Kota Bandung dan program-

program yang mendukung sektor budaya dan pariwisata Kota Bandung, maka Kota 

Bandung harus dengan tepat mengelola anggaran yang dimilikinya. Karena tidak 

adanya pendapatan yang masuk ke dalam kas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Bandung, sehingga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dapat 

lebih fokus dalam mengelola anggaran khususnya di pos belanja. Anggaran untuk 

bidang pariwisata dari total APBD Kota Bandung pada tahun 2016 sebesar Rp. 

74.905.732.740 dari total APBD sebesar Rp. 4.313.576.823.290 atau jika di 

presentasekan, anggaran untuk pariwisata dari total APBD sebesar 1,73% pada 

tahun 2016. Maka dari itu keserasian belanja perlu diketahui, apakah keseimbangan 

antar belanja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung belum atau sudah 

tercapai. 

Tabel 1.1 

Data Kunjungan Wisatawan Ke Kota Bandung 2012-2016 

Sumber/Source: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 

 

Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung harus dapat lebih baik 

meningkatkan kinerjanya, karena wisatawan yang datang ke Kota Bandung hampir 

setiap tahun mengalami peningkatan. Kota Bandung pun sering mendapatkan 

Tahun Wisatawan Jumlah 

Mancanegara Domestik 

2012 176 855 5 080 584 5 257 439 

2013 176 432 5 388 292 5 564 724 

2014 180 143 5 627 421 5 807 564 

2015 183 932 5 877 162  6 061 094 

2016 173 036 4 827 589 5 000 625 
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penghargaan, salah satunya adalah di bidang pariwisata. Pada bulan november 2017 

Kota Bandung mendapat penghargaan terbaru yang didapatkan yaitu Teras 

Cihampelas yang terdapat di Jalan Cihampelas Kota Bandung yang mendapat 

penghargaan sebagai 3 besar destinasi wisata terpopuler di Indonesia. 

 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sendiri bertugas membina 

dan mengelola kebudayaan dan pariwisata yang ada di kota bandung tanpa 

mendapatkan ataupun mengelola pendapatan dari tempat-tempat wisata tersebut 

sejak tahun 2008. Walaupun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tidak 

mengelola pendapatan yang bersumber dari kebudayaan dan pariwisata di Kota 

Bandung, namun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tetap memiliki 

tanggung jawab dalam mengelola dana yang berasal dari APBD dan juga belanja 

dinasnya. 

 Pemerintah kota Bandung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Bandung, yang bertugas mengelola budaya dan pariwisata Kota Bandung pernah 

mendapatkan berita yang kurang baik dalam pelaksanaan acara Little Bandung di 

Thailand tahun lalu. Dimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, oleh 

seniman-seniman yang terlibat dinilai tidak transparan dalam mengelola keuangan 

dalam acara tersebut. 

 Dalam mengelola keuangan, pemerintah daerah tentunya harus memiliki 

prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik. Prinsip 

manajemen keuangan daerah yang baik tentu sangat diperlukan pemerintah dalam 

mengelola APBN, APBD ataupun kekayaan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan masyarakat banyak. 
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 Pemerintah daerah minimal memiliki tiga karakteristik dalam 

penyelenggaraan pemerintahannya. Beberapa karakteristik yang dimaksud 

merupakan penciptaan transparansi, akuntabilitas penerapan prinsip keekonomisan, 

keefisienan, dan keefektifan dalam penyelenggaraan pemerintah. Adanya 

karakteristik ini merupakan sanggahan dari pemerintah daerah yang selama ini 

sering dituding sebagai lembaga yang boros, lamban dan salah urus dalam berbagai 

hal. 

 Analisis laporan keuangan publik merupakan bagian dari pelaporan 

keuangan sektor publik, dimana pelaporan keuangan merupakan cerminan dari 

posisi keuangan serta transaksi yang telah dilakukan suatu organisasi sektor publik 

dalam kurun waktu tertentu. Entitas yang berkewajiban untuk membuat pelaporan 

kinerja sektor publik adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, unit kerja 

pemerintahan, unit pelaksana teknis, LSM, Partai Politik, Yayasan dan organisasi 

kemasyarakatan lainnya. 

 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, memiliki presentase yang 

cukup baik dalam pos belanjanya. Namun terdapat nominal yang cukup besar dalam 

selisih antara anggaran dan realisasinya. Sisa lebih anggaran dari tahun ke tahun di 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, dari tahun 2012 sampai tahun 

2016 dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 1.2 

Realisasi dan Anggaran Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Bandung 2012-2016 

 

Tahun 

 

Anggaran 

 

Realisasi 

 

Selisih 

Presentase 

selisih 

anggaran 

2012 15.157.255.407 14.540.688.848 616.566.559 4,06% 

2013 19.313.222.918 17.046.748.192 2.266.474.727 11,73% 

2014 31.157.864.575 25.598.649.782 5.559.214.794 17,84% 

2015 63.703.618.194 47.223.592.561 16.480.025.633 25,86% 

2016 86.179.136.304 75.861.774.557 10.317.361.747 11,97% 

Sumber:diolah 

 Dari tabel 1.2 dapat dilihat anggaran dan realisasi belanja di Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung pada periode tahun 2012 sampai dengan 

tahun 2016. Serta terdapat selisih antara anggaran dan realisasi di tiap tahunnya. 

Selisih anggaran dari tahun 2012 hingga tahun 2015 selalu mengalami peningkatan 

presentase dan juga peningkatan nominal. Namun pada tahun 016 mengalami 

penurunan selisih kembali menjadi 11,97% namun tetap dengan nominal selisih 

antara anggaran dan realisasi yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 10.317.361.747. 

 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung setiap tahunnya 

mengalami peningkatan untuk anggaran belanjanya, pada tahun 2014 Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung mulai mengalami peningkatan anggaran 

belanjanya. Pada tahun 2015 dan tahun 2016 pun mengalami peningkatan anggaran 

yang cukup signifikan. Namun sisa lebih anggaran pada tahun 2014 hingga 2016 

yang nominalnya cukup besar ini dapat berakibat hilangnya manfaat belanja. 

Karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan. 
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 Keseimbangan antar belanja dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio rasio 

dalam keserasian belanja. Terkait dengan fungsi belanja sebagai alat distribusi, 

alokasi dan stabilisasi. Pemerintah daerah harus membuat harmonisasi belanja yang 

baik agar fungsi anggaran menjadi baik. 

 Keserasian belanja perlu dihitung untuk mengetahui keseimbangan apakah 

APBD telah di kelola dengan baik di pos belanja dan juga untuk mengetahui apakah 

dana yang dimiliki telah dikelola dengan sesuai. Keserasian belanja dihitung 

dengan menggunakan tiga rasio, yaitu rasio belanja modal terhadap total belanja, 

rasio belanja operasi terhadap total belanja, dan rasio belanja langsung dan tidak 

langsung.  

 Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

lebih lanjut mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keserasian belanja 

di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Judul yang diangkat peneliti 

sehubungan dengan penulisan Skripsi ini adalah “ANALISIS KESERASIAN 

BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) DI DINAS 

KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG.” 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka permasalahan yang akan dijabarkan pada identifikasi masalah diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Tidak transparannya keuangan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Bandung dalam sacara “Little Bandung” 
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2. Peningkatan anggaran belanja setiap tahun, dengan presentase yang sudah 

cukup baik namun dengan sisa lebih anggaran yang nominalnya cukup 

besar. 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, penulis 

mencoba merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Berapakah besaran nilai belanja operasi terhadap total belanja di Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung? 

2. Berapakah besaran nilai belanja modal terhadap total belanja di Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung? 

3. Dan berapakah besaran belanja langsung dan tidak langsung di Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana keserasian belanja yang dilihat dari besaran 

nilai belanja operasi terhadap total belanja, belanja modal terhadap total belanja dan 

belanja langsung dan tidak langsung, juga untuk mendapatkan data dan informasi 

dalam menganalisis keserasian belanja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Bandung. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis   
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi sebagai acuan dalam 

menilai keserasian belanja daerah di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Bandung. 

2. Manfaat Praktis   

a. Bagi Masyarakat   

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan 

kepada masyarakat mengenai belanja dinas yang terdapat di dalam laporan realisasi 

anggaran yang dibuat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. 

b. Bagi Akademis   

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan menjadi acuan 

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Keuangan Sektor Publik.   

c. Bagi Penulis  

Penelitian ini dapat membantu penulis untuk memenuhi tugas akhir, 

mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik dan memberikan pengetahuan 

bagaimana cara menghitung keserasian belanja yang terdapat di laporan realisasi 

anggaran, sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana keserasian belanja dinas 

dari tahun ke tahun.    

1.6 Kerangka Pemikiran 

Adapun teori yang digunakan dalam Grand Theory menggunakan teori 

Sahya Anggara yang mengatakan bahwa Keuangan negara adalah kekayaan yang 

dikelola oleh pemerintah, yang meliputi barang yang dimiliki; kertas berharga yang 

bernilai uang; dana-dana pihak ketiga yang terkumpul atas dasar potensi yang 
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dimiliki/dan atau yang dijamin baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

badan-badan usaha, yayasan, maupun institusi lainnya.1 

Teori yang digunakan dalam Middle Theory menggunakan teori Abdul 

Halim dan Syam Kusufi yang mengatakan belanja (basis kas) adalah semua 

pengeluaran oleh bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana 

jangka pendek dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Dan belanja (basis akrual), 

merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 

bersih.2 

Dan teori yang digunakan dalam Operasionalisasi Variabel mengggunakan 

teori dari Mahmudi, yaitu Keserasian Belanja bermanfaat untuk mengetahui 

keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat 

distribusi, alokasi, dan stabilisasi dimana perhitungannya dilakukan dengan 

menggunakan rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja, Belanja Modal 

terhadap Total Belanja, Belanja Langsung dan Tidak Langsung3. 

                                                             
1    Sahya Anggara, Administrasi Keuangan Negara, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016) h.11 
2 Abdul Halim dan Syam Kusufi, Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik, (Jakarta: 

Salemba Empat, 2012), h. 108 
3 Mahmudi, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN), 

h. 162 
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Gambar 1.2  

Kerangka Pemikiran



 

 
 

 


